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Abstract: Since ancient times, small-scale fishing communities have always attracted
attention to study because small-scale fisheries have an important role in human well-being
and sustainable development. To ensure the sustainability of small-scale fisheries, the
development will be more effective if it focuses on strengthening livelihoods. The purpose of
this study was to conduct a literature review on small-scale fisheries development through a
sustainable livelihood approach. This research method is literature study through descriptive
analysis by regularly describing various data that has been obtained and then synthesized so
as to produce clear and easy to understand understandings and concepts. The research found
that the sustainable livelihoods approach should basically be understood as a tool or
checklist for understanding poverty, how the government responds to the poor, and how the
poor perceive their own poverty. The core concepts of the sustainable livelihoods approach
are; people-centered, holistic, dynamic, building on strengths, macro-micro links,
sustainability. This study also found that there are ten main ideas that represent a sustainable
livelihood framework, namely; the context of vulnerability, livelihood assets, human capital,
social capital, natural capital, physical capital, financial capital, the transformation of
structures and processes, livelihood strategies, and livelihood outcomes.
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Posisi strategis perikanan skala kecil
telah mendorong komunitas internasional
untuk mengkaji pada beberapa kesempatan
isu-isu yang terkait dengan komunitas nelayan
skala kecil, termasuk profil rendah mereka
dalam kebijakan nasional dan kondisi
kehidupan nelayan yang rentan (FAO 2007).
Hal ini merekomendasikan strategi praktis
untuk  menciptakan  lingkungan  yang
memungkinkan untuk mata pencaharian
perikanan yang lebih baik dan meningkatkan
kontribusi  sektor ini untuk pengentasan
kemiskinan dan ketahanan pangan (COFI
2016). Data statistik perikanan FAO mencatat
produksi perikanan dunia terus tumbuh dan
mencapai 170.9 juta ton pada tahun 2016
(FAO 2018a). Dari total ini produksi
penangkapan ikan mencapai 90.9 juta ton,
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dengan 79.3 juta ton yang dihasilkan dari
perairan laut dan 11,6 juta ton dari perairan
daratan (COFI 2018). Sementara itu, perikanan
tangkap skala kecil telah menyumbang sekitar
40 persen dari tangkapan ikan dunia
(Kalikoski dan Franz 2014). Indonesia menjadi
negara kedua setelah Cina yang berkontribusi
paling besar pada produksi perikanan dunia
pada tahun 2016 (FAO 2018a). Produksi
perikanan Indonesia pada tahun 2014
mencapai 20.72 juta ton dan terus tumbuh
sebesar 23.19 juta ton dengan nilai produksi
Rp384.5 trilyun pada tahun 2017. Lebih jauh,
produksi  perikanan tangkap laut terus
meningkat dalam 10 tahun terakhir dari jumlah
produksi 4.7 juta ton pada tahun 2007 menjadi
sebesar 6.6 juta ton pada tahun 2017 dengan
nilai produksi sekitar Rp184.6 trilyun.
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Peran penting perikanan tangkap skala
kecil untuk kesejahteraan manusia dan
pembangunan berkelanjutan semakin diakui
karena kontribusinya terhadap ketahanan
pangan dan asupan gizi masyarakat serta
terhadap peluang yang mereka wakili untuk
pengentasan  kemiskinan  (Allison 2011,
Weeratunge et al. 2014; COFI 2016; Pomeroy
2016; Westlund dan Zelasney 2019). Oleh
karena itu, untuk menjamin keberlanjutan
perikanan skala tangkap skala kecil, maka
pembangunan perikanan tangkap skala kecil
akan lebih efektif jika berfokus pada
penguatan mata pencaharian nelayan (Allison
dan Ellis 2001; Béné 2006; Garcia et al. 2008;
Weeratunge et al. 2014). Dalam tujuan
pembangunan berkelanjutan 2030 (SDGs)
sektor perikanan menempati posisi strategis
yang berada pada tujuan empat belas yaitu
kehidupan di bawah laut (life below water)
(FAO 2018b). Sementara itu, perhatian khusus
kepada perikanan tangkap skala kecil berada
pada tujuan 14.b. yaitu meminta setiap negara
menyediakan dan melindungi hak akses untuk
perikanan tangkap skala kecil (COFI 2016).
Hal ini secara simultan dapat mendorong
perikanan tangkap skala kecil untuk
berkontribusi lebih besar pada tujuan kesatu
yaitu tanpa kemiskinan (no poverty) dan tujuan
kedua yaitu tidak ada kelaparan (zero hunger)
(FAO 2018b).

Dalam konteks pengentasan kemiskinan,
saat ini lebih dari 60 juta orang di negara-
negara  berkembang  bergantung  pada
perikanan sebagai sumber mata
pencahariannya (Langdon 2015; Nguyen et al.
2016). Sektor perikanan tangkap skala kecil
telah menyediakan lapangan kerja langsung
bagi lebih dari 39 juta nelayan di seluruh dunia
(Kalikoski  dan  Franz  2014). Mereka
mempekerjakan 87% dari populasi orang
dewasa, menghasilkan rata-rata 82% dari
semua pendapatan rumah tangga (Barnes-

Mauthe et al. 2013). Di sisi lain, saat ini
diperkirakan sebesar 736 juta orang hidup di
bawah garis kemiskinan internasional pada
tahun 2015 (World Bank 2018). Sementara itu,
di Indonesia pada tahun 2018 jumlah
penduduk miskin mencapai 25.95 juta orang
atau sebesar 9.82% dari total jumlah penduduk
dengan garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
Rp401 220. Rumah tangga nelayan di
Indonesia diperkirakan berkontribusi sekitar
20% dari total penduduk miskin secara
nasional. Di mana dalam sepuluh tahun
terakhir profesi nelayan terus menurun secara
drastis. Minimnya penghasilan yang didapat
dan besarnya risiko saat melaut diduga
membuat nelayan lebih memilih profesi
lainnya yang memberikan penghasilan lebih
baik. Terkait dengan ketahanan pangan FAO
(2018a) menyatakan bahwa pada tahun 2016
sekitar 88% atau lebih dari 151 juta ton, dari
total produksi perikanan digunakan untuk
konsumsi manusia langsung. Sisanya sebanyak
12% atau sekitar 20 juta ton diperuntukkan
bagi produk non-pangan, terutama untuk
pembuatan tepung ikan dan minyak ikan.
Sekitar 45% ikan untuk konsumsi manusia
adalah dalam bentuk hidup dan segar.
Sementara itu, pada tahun 2013 konsumsi ikan
dunia per kapita diperkirakan 19.8 kg, dengan
ikan menyumbang sekitar 17% dari populasi
yang mengonsumsi protein hewani dan 6.7%
dari semua protein yang dikonsumsi. Secara
global, ikan dikonsumsi oleh sekitar 4.5 miliar
orang dengan hampir 20% dari rata-rata
asupan protein hewani per kapita mereka.
Perkiraan  awal untuk  tahun 2016
menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut dalam
konsumsi per kapita menjadi sekitar 20.3 kg
(FAO 2018a). Sementara itu, konsumsi ikan di
Indonesia pada tahun 2014 mencapai 37.89
kg/kapita (KKP 2015)

Komunitas perikanan skala kecil sejak
jaman dahulu selalu menarik perhatian untuk
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dikaji (Pomeroy 2016; Vatria et al. 2019a).
Oleh karena itu Pemerintah selalu mencoba
untuk menginisiasi program pengembangan
dengan berbagai cara dan bentuknya karena
perikanan skala kecil merupakan bagian
penting dari mata pencaharian yang beragam
(COFI 2016; Quandt 2018). Hampir 90%
kapal perikanan dunia adalah kapal perikanan
skala kecil (Schuhbauer dan Sumaila 2016;
Vatria et al. 2019a). Kegiatan perikanan skala
kecil pada tingkat global juga berpengaruh
sangat signifikan terhadap perkembangan
perikanan dunia. Secara simultan ekspor
produk perikanan didunia telah tumbuh secara
signifikan dalam hal nilai, naik dari $ 62 miliar
pada tahun 2002 menjadi lebih dari $ 129
miliar pada 2012 (Crona et al. 2016). Tetapi
Ba et al. (2017) mengungkapkan hasil analisis
selama dua puluh tahun (1993-2013) terakhir
menunjukkan bahwa perikanan kehilangan
keuntungan antara 65% dan 100% sedangkan
biaya operasi meningkat sebesar 25% dan
90%. Sementara itu, dunia menghadapi banyak
tantangan memenuhi kebutuhan makanan dari
populasi yang diproyeksikan untuk mencapai
lebih dari 9 miliar orang pada tahun 2050
(Bene et al. 2015; Genschick et al. 2015).
Sedangkan perikanan baru menyediakan lebih
dari 4,5 miliar orang dengan setidaknya 15%
dari rata-rata asupan protein hewani per kapita
mereka (Bene et al. 2015). Hal ini harus terus
diperhatikan karena ikan sangat penting untuk
ketahanan pangan dan nutrisi yang baik karena
mengandung protein dan zat gizi lain yang
penting (Allison 2011; Beveridge et al. 2013).

Mata pencaharian adalah aktifitas
manusia untuk memperoleh kehidupan yang
layak sesuai dengan kemampuannya (Ellis
2000; Bhandari 2013; Martin dan Lorenzen
2016). Mata pencaharian tersebut terdiri dari
aset, kemampuan, dan kegiatan diperlukan
untuk sarana hidup (Chambers dan Conway
1991; Maguire dan Cartwright 2008). Aset
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mata pencaharian tersebut berupa modal
modal alam, fisik, manusia, keuangan, dan
sosial (Allison dan Ellis 2001). Mata
pencaharian dapat dikatakan berkelanjutan
ketika mampu mengatasi dan pulih dari
tekanan  serta  mempertahankan  atau
meningkatkan kemampuan memanfaatkan aset
saat ini dan di masa depan tanpa merusak basis
sumber daya alam (Chambers dan Conway
1991; Scoones 2007). Pendekatan mata
pencaharian yang berkelanjutan adalah cara
berpikir tentang tujuan, ruang lingkup, dan
prioritas untuk kegiatan pembangunan yang
didasarkan pada pemikiran yang berkembang
tentang cara orang miskin yang rentan dalam
menjalani kehidupan mereka (Serrat 2017).
Fokus utama pendekatan mata pencaharian
berkelanjutan ~ adalah  perbaikan  mata
pencaharian dengan menyatukan semua unsur-
unsur pembangunan untuk  pengentasan
kemiskinan (Ellis dan Allison 2004; Wright et
al. 2016). Mengadopsi pendekatan mata
pencaharian berkelanjutan menyediakan cara
untuk meningkatkan identifikasi, penilaian,
implementasi dan evaluasi program-program
pembangunan sehingga dapat lebih baik dalam
menangani prioritas orang miskin, baik secara
langsung maupun pada tingkat kebijakan (Karl
et al. 2002).

METODE

Penelitian ini  merupakan penelitian
kepustakaan dengan melakukan telaah pustaka
(literature review) atau tinjauan teoritis.
Penelitian kepustakaan merupakan penelitian
yang mengkaji atau meninjau secara Kritis
pengetahuan, gagasan, atau temuan yang
terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi
akademik (academic-oriented literature), serta
merumuskan kontribusi teoritis dan
metodologisnya  untuk  topik  tertentu
(Sukmadinata 2006). Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data
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sekunder. Data sekunder merupakan data yang
diperoleh bukan dari pengamatan langsung
tetapi data tersebut diperolen dari hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-
peneliti terdahulu (Sugiyono 2013). Sumber
data sekunder yang dimaksud berupa buku dan
laporan ilmiah yang terdapat di dalam artikel
atau jurnal (tercetak dan/atau non-cetak)
berkenaan dengan pembangunan perikanan
skala kecil ~melalui pendekatan mata
pencaharian berkelanjutan. Adapun sifat dari
penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni
penguraian secara teratur data yang telah
diperoleh, kemudian diberikan pemahaman
dan penjelasan agar dapat dipahami dengan
baik oleh pembaca. Sumber literatur utama
dalam penelitian ini adalah berupa buku dan
jurnal yang diterbitakan oleh lembaga
internasional yang terjamin keabsahannya,
seperti;  Department  for International
Development United Kingdom (DFID-UK),
Food and Agriculture Organization (FAO),
United Nations Development Programme
(UNDP), dan Ilembaga jurnal penyedia
informasi ilmiah nasional dan internasional
bereputasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Perikanan Skala Kecil.
Pembangunan perikanan skala kecil tidak bisa
terlepas dari nelayan sebagai aktor utama
(Retnowati 2011; Apine et al. 2019).
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dapat
menjadi salah satu parameter keberhasilan
pembangunan perikanan skala kecil tersebut
(Wekke dan Cahaya 2015; Paulus et al. 2019).
Menurut Vatria (2020) kesejahteraan nelayan
dapat diukur melalui mata pencahariannya.
Ditambahkan olen Outeiro et al. (2018)
semakin baik mata pencaharian mereka maka
semakin baik pula kesejahteraannya. Béné
(2003); Garcia et al. (2008); Berkes et al.
(2011); dan Pomeroy (2016) sependapat bahwa

pembangunan perikanan skala kecil melalui
pendekatan mata pencaharian berkelanjutan
(sustainable livelihood approach /SLA) adalah
salah satu cara berfikir yang rasional dan
implementatif. Kosamu (2015); Leite dan Pita
(2016) menggambarkan sebagian besar nelayan
kecil sudah memiliki pengalaman terhadap
mata pencaharian yang dipilihnya. Berbekal
pengalaman yang mereka miliki maka akan
lebih mudah memahami program
pengembangan mata pencahariannya (Berkes
et al. 2011; Fischer et al. 2015; Ngodigha et al.
2018). Sementara itu, Kittinger (2013); Lyons
et al. (2016) mengungkapkan bahwa
keuntungan dari pendekatan mata pencaharian
berkelanjutan terletak pada sifatnya yang multi
sektoral serta menjadikan nelayan sebagai
pusat pembangunan. Sehingga kerangka
kerjanya menjadi lebih sederhana dan mudah
diterjemahkan oleh semua stakeholders
(Dorward et al. 2002; Walmsley et al. 2006;
Scoones 2015). Sementara itu, DFID (2001)
dan Ashley (2000) menjelaskan bahwa dengan
mengadopsi dan memodifikasi pendekatan
mata  pencaharian  berkelanjutan  akan
menyediakan cara untuk  meningkatkan
identifikasi, penilaian, implementasi dan
evaluasi program pembangunan.

Konsep Pedekatan Mata Pencaharian
Berkelanjutan. Menurut Wright et al. (2016)
pendekatan mata pencaharian berkelanjutan
merupakan perbaikan dari pendekatan sektoral
konvensional dalam meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Lebih lanjut,  Kollmair dan
Gamper (2002) berpendapat bahwa pendekatan
mata pencaharian berkelanjutan ini pada
dasarnya harus dipahami sebagai alat atau
daftar periksa untuk memahami kemiskinan,
bagaimana pemerintah menanggapi orang
miskin, dan bagaimana pemahaman orang
miskin terhadap kemiskinan mereka sendiri.
Tidak ada aturan baku dalam penerapannya
sehingga dapat disesuaikan dengan pengaturan
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lokal tertentu sesuai tujuan yang telah
ditentukan bersama (DFID 2001; IRP 2010;
FAO 2013; UNDP 2017a). Lebih jauh, Allison
dan Ellis (2001) menyatakan bahwa
pendekatan mata  pencaharian dapat
dimanfaatkan dengan berbagai cara sesuai
dengan tujuan studi atau program. Pendekatan
tersebut dapat menjadi dasar untuk penelitian
empiris yang relevan dengan kebijakan terbaru
yang berupaya menangkap sifat lintas sektoral
dari kegiatan mata pencaharian masyarakat
(Macfadyen dan Corcoran 2002). Selain itu
dapat menjadi instrumen dalam
mengeksplorasi bagaimana mata pencaharian
memengaruhi dan dipengaruhi oleh inisiatif
pengelolaan sumber daya alam dan apa
implikasinya bagi program-program tersebut
(Ashley 2000; Ellis dan Allison 2004).
Sehingga dapat membentuk kembali suatu
program untuk meningkatkan kesesuaian
dengan mata pencaharian  sebelumnya,
penilaian dampak yang bakal terjadi dan
sebagai fokus untuk perencanaan partisipatif
dengan masyarakat (Karl et al. 2002).
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Pendekatan mata pencaharian berkelanjutan
memerlukan pelibatan partisipasi  seluruh
stakeholders (Lyons et al. 2016). Penerapan
pendekatan mata pencaharian dalam sistem
evaluasi, perumusan kebijakan, dan
implementasinya  harus adaptif sehingga
menjadi lebih efektif dan efisien (Jiao et al.
2017; Vatria 2021). Tujuan pendekatan mata
pencaharian berkelanjutan untuk meningkatkan
keberlangsungan mata pencaharian orang
miskin melalui (DFID 2001; Solesbury 2003;
FAO 2017b): 1) peningkatan akses ke
pendidikan, informasi, teknologi dan pelatihan
berkualitas tinggi serta nutrisi dan kesehatan
yang lebih baik, 2) lingkungan sosial yang
lebih mendukung dan kohesif, 3) akses yang
lebih baik ke sumber daya alam, 4) akses yang
lebih baik ke fasilitas infrastruktur dasar, 5)
akses yang lebih aman ke sumber daya
keuangan, dan 6) lingkungan kebijakan dan
kelembagaan yang mendukung berbagai
strategi mata pencaharian dan mempromosikan
akses yang setara ke pasar kompetitif.
Karateristik mata pencaharian yang penting
yaitu saling ketergantungan mereka, di mana
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Gambar 1 Kerangka kerja pendekatan mata pencaharian berkelanjutan menurut Department for International

Development United Kingdom (DFID-UK)
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hanya sedikit mata pencaharian yang berdiri
sendiri (IRP 2010). Mata pencaharian tertentu
dapat mengandalkan mata pencaharian lain
untuk mengakses dan bertukar aset (Petersen
dan Pedersen 2010). Mata pencaharian juga
saling bersaing untuk mendapatkan akses ke
aset dan pasar (IRP 2010). Dengan demikian
dampak positif dan negatif pada mata
pencaharian tertentu pada gilirannya akan
berdampak pada orang lain (Vatria et al.
2019b).

Konsep inti dari pendekatan mata
pencaharian berkelanjutan ini adalah sebagai
berikut (Chambers dan Conway 1991; DFID
2001; Kollmair dan Gamper 2002; FAO 2009;
IRP 2010; Serrat 2017; UNDP 2017a):

1. Berpusat pada orang (people-centred):
Menempatkan orang di pusat pembangunan
adalah perhatian utama dalam pendekatan
mata pencaharian berkelanjutan. Karena
masalah yang terkait dengan pembangunan
sering kali  berakar pada  struktur
kelembagaan yang merugikan orang yang
tidak mungkin diatasi melalui penciptaan
aset sederhana. Oleh  karena itu,
pengurangan kemiskinan akan
mensyaratkan keberhasilan hanya jika agen
pembangunan bekerja dengan orang-orang
yang sesuai dengan strategi mata
pencaharian mereka saat ini, lingkungan
sosial dan kemampuan untuk beradaptasi.

2. Holistik (holistic): Merupakan pandangan
menyeluruh dari semua stakeholders dalam
memahami mata pencaharian dan semua
aspek yang memengaruhinya. Hal ini
merupakan model yang dapat dikelola untuk
mengidentifikasi kendala yang paling
mendesak yang dihadapi oleh orang-orang
tanpa memandang di mana ini terjadi.

3. Dinamis (dynamic): Sama seperti mata
pencaharian masyarakat dan lembaga-
lembaga yang membentuknya sangat

dinamis, demikian juga pendekatan untuk
belajar dari perubahan dan membantu
mengurangi  dampak  negatif, sambil
mendukung efek positif.

4. Membangun di atas kekuatan (building on
strengths): Masalah utama dari pendekatan
ini adalah pengakuan atas potensi yang
melekat pada setiap orang untuk
menghilangkan hambatan dan realisasi
potensi. Ini akan berkontribusi pada
ketahanan para  stakeholders dan
kemampuan untuk mencapai tujuan mereka
sendiri.

5. Tautan makro-mikro (macro-micro links):
Kegiatan pengembangan cenderung fokus
pada tingkat makro atau mikro, sedangkan
pendekatan mata pencaharian berkelanjutan
mencoba menjembatani kesenjangan ini
dalam menekankan hubungan antara kedua
tingkat. Karena orang sering terpengaruh
dari keputusan di tingkat kebijakan makro
atau sebaliknya, hubungan ini perlu
dipertimbangkan untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan.

6. Keberlanjutan (sustainability): Mata
pencaharian dapat diklasifikasikan sebagai
berkelanjutan,  ketika tangguh dalam

menghadapi  guncangan dan tekanan
eksternal, ketika tidak tergantung pada
dukungan  eksternal, ketika mampu
mempertahankan  produktivitas  jangka

panjang dari sumber daya alam dan ketika
itu terjadi tidak merusak pilihan mata
pencaharian orang lain.

Kerangka Kerja Mata Pencaharian
Berkelanjutan. Menurut DFID (2001); FAO
(2009); UNDP (2017a) kerangka kerja mata
pencaharian berkelanjutan membantu mengatur
faktor-faktor ~ yang ~ menghambat  atau
meningkatkan peluang mata pencaharian dan
menunjukkan  bagaimana mereka saling
berhubungan. Gagasan utamanya adalah bahwa
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rumah tangga yang berbeda bisa saja memiliki
kemampuan akses ke aset mata pencaharian
yang berbeda, hal inilah yang ingin
dikembangkan dalam pendekatan mata
pencaharian berkelanjutan (Gambar 1).

Menurut Serrat (2017) kerangka kerja
mata pencaharian berkelanjutan biasanya
disusun dengan menyatukan  komponen
kerangka kerja mata pencaharian berkelanjutan
pada Gambar 1 menawarkan cara memikirkan
mata pencaharian yang membantu menata
kompleksitas dan memperjelas banyak faktor
yang memengaruhi mata pencaharian (DFID
2001; Solesbury 2003). Mata pencaharian
dibentuk oleh banyak kekuatan dan faktor yang
berbeda serta terus berubah (Ellis 2000). Tugas
yang penting adalah memahami dan
menempatkan ide-ide yang diwakilinya dalam
implementasi. Terdapat setidaknya sepuluh ide
utama yang mewakili kerangka kerja mata
pencaharian berkelanjutan yaitu (DFID 2001);
1) konteks kerentanan (vulnerability context),
2) aset mata pencaharian (livelihood assets), 3)
modal manusia (human capital), 4) modal
sosial (social capital), 5) modal alam (natural
capital), 6) modal fisik (physical capital), 7)
modal keuangan (financial capital), 8)
transformasi struktur dan proses (transforming
structures and process), 9) strategi mata
pencaharian (livelihood strategies), dan 10)
hasil mata pencaharian (livelihood outcomes).

Konteks kerentanan (vulnerability context)
membentuk lingkungan eksternal bagi mata
pencaharian masyarakat yang memiliki
kepentingan langsung terhadap aset mata
pencaharian  (Lisocka-Jaegermann  2015).
Kekuatan mata pencaharian yang diberikan
tidak hanya diukur oleh hasil produktifnya,
tetapi juga oleh ketahanannya terhadap
guncangan, perubahan musim, dan tren (UNDP
2017a). Guncangan mungkin  termasuk
bencana alam, perang, dan kemerosotan
ekonomi. Ketersediaan sumber daya, peluang
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yang  menghasilkan  pendapatan,  dan
permintaan akan produk atau layanan tertentu
dapat berfluktuasi secara musiman. Tren
politik dan tata kelola yang lebih bertahap dan
sering diprediksi, penggunaan teknologi,
ekonomi, dan ketersediaan sumber daya alam,
dapat menimbulkan hambatan serius bagi masa
depan banyak mata pencaharian (IRP 2010).
Namun demikian tidak semua tren dan
perubahan musim harus dianggap negatif,
mereka juga bisa bergerak ke arah yang
menguntungkan  (Solesbury  2003). Tren
teknologi baru atau harga musiman dapat
digunakan sebagai peluang untuk
mengamankan mata pencaharian (DFID 2001).
Hal ini merupakan bagian dari kerangka kerja
yang berada paling jauh di luar kendali
stakeholders (Petersen dan Pedersen 2010).
Perubahan-perubahan ini berdampak pada
ketersediaan aset dan peluang untuk mengubah
aset-aset itu menjadi mata pencaharian
(Christensen dan Pozarny 2008). Dalam
kondisi seperti itu, orang harus menyesuaikan
strategi yang ada atau mengembangkan strategi
baru untuk bertahan hidup (IRP 2010).

Aset mata pencaharian (livelihood assets)
yang divisualisasikan dalam bentuk pentagon
(Gambar 1) memiliki lima kategori aset mata
pencaharian yaitu aset manusia, sosial, alam,
fisik, dan keuangan. Namun demikian jumlah
aset tersebut dapat berubah sesuai dengan
situasi dan kondisi yang ada disetiap daerah
(Kébé dan Muir 2008). Hubungan antar aset
mata pencaharian dalam pendekatan mata
pencaharian terutama berkaitan dengan orang-
orang (UNDP 2017a). Jadi pemahaman yang
akurat dan realistis tentang kekuatan orang (di
sini disebut aset atau modal) sangat penting
untuk  menganalisis bagaimana  mereka
berupaya mengubah aset mereka menjadi hasil
mata pencaharian positif (Scoones 2015).
Pendekatan ini didasarkan pada kepercayaan
bahwa setiap orang membutuhkan serangkaian
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aset untuk memaksimalkan hasil mata
pencaharian (IRP 2010). Tidak ada satu pun
dari salah satu kategori aset yang memiliki
kemampuan sendiri untuk mencapai semua
hasil mata pencaharian yang banyak dan
beragam (Ellis 2000). Semua aset inti tersebut
saling berhubungan satu dengan lainnya oleh
karena itu dalam meningkatkan mata
pencaharian mereka harus dapat bergerak
secara simultan dan berimbang (Kollmair dan
Gamper 2002). Tetapi menurut DFID 2001
Khususnya berlaku untuk orang miskin yang
aksesnya ke kategori aset tertentu cenderung
sangat terbatas mereka harus mencari cara
untuk memelihara dan menggabungkan aset
yang mereka miliki dengan cara yang inovatif
untuk  memastikan  kelangsungan  mata
pencahariannya. Ditambahkan oleh Vatria et al.
(2019b) bahwa dalam melakukan analisis mata
pencaharian akan dapat diketahui status rumah
tangga (nelayan) dalam kemampuannya
mengakses aset inti mata pencaharian tersebut
dan atribut apa saja yang dapat menjadi
pengungkit untuk memperbaiki status mata
pencaharian mereka.

Modal alam (natural capital) mengacu pada
cadangan sumber daya alam yang dapat
digunakan orang untuk mata pencaharian
mereka, seperti tanah, hutan, air, udara,
keanekaragaman hayati, fungsi ekosistem,
perubahan iklim, perlindungan terhadap erosi
tanah dan pantai, dan lain sebagainya (UNDP
2017b). Dalam konteks perikanan tangkap
dapat berupa jumlah stok ikan, kondisi
ekosistem perairan, kondisi demografis dan
lain sebagainya (Béné dan Friend 2011; Berkes
et al. 2011a). Modal alam sangat penting bagi
mereka yang memperoleh sebagian atau
seluruh mata pencaharian mereka dari kegiatan
yang mengandalkan sumber daya alam, seperti
penangkapan ikan, pertanian tanaman atau
hewan, penebangan pohon, ekstraksi mineral,
dan lain sebagainya (Vatria 2010; UNDP

2017b). Dalam kerangka kerja mata
pencaharian berkelanjutan ini ada hubungan
yang sangat erat antara modal alam dan
konteks kerentanan di mana banyak guncangan
dahsyat bagi mata pencaharian adalah proses
alami yang menghancurkan modal alam
(seperti kebakaran, banjir, gempa bumi) (Kébé
dan Muir 2008).

Modal manusia (human capital) dalam
kerangka kerja mata pencaharian berkelanjutan
berperan  sebagai aset yang  sangat
memengaruhi mata pencaharian (Serrat 2017).
Modal manusia diperlukan untuk
memanfaatkan semua bentuk modal lainnya
(Kollmair dan Gamper 2002). Oleh karena itu,
walaupun tidak cukup sebagai sumber daya
yang berdiri sendiri tetapi sangat penting untuk
pencapaian hasil positif dalam dimensi apa pun
terkait mata pencaharian (UNDP 2017a).
Modal manusia mewakili  keterampilan,
pengetahuan, kemampuan untuk bekerja, dan
kesehatan yang baik yang memungkinkan
bersama orang-orang untuk mengejar strategi
mata pencaharian yang berbeda dan mencapai
tujuan mata pencaharian mereka (FAO 2009).
Pada tingkat rumah tangga modal manusia
dapat berupa faktor jumlah dan kualitas tenaga
kerja yang tersedia, hal ini bervariasi sesuai
dengan ukuran rumah tangga, tingkat
keterampilan, potensi kepemimpinan, status
kesehatan, dan lain-lain (DFID 2001). Sumber
daya manusia muncul dalam kerangka umum
sebagai aset mata pencaharian merupakan
pondasi atau sarana untuk mencapai hasil mata
pencaharian (Carloni dan Crowley 2005).

Modal fisik (physical capital) mengacu
pada infrastruktur dasar dan barang produksi
yang diperlukan untuk mendukung mata
pencaharian (UNDP 2017b). Infrastruktur
terdiri dari perubahan lingkungan fisik yang
membantu orang untuk memenuhi kebutuhan
dasar mereka dan menjadi lebih produktif
(Serrat 2017). Komponen infrastruktur yang
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penting untuk mata pencaharian berkelanjutan
antara lain; akses jalan dan transportasi,
perumahan dan bangunan yang aman, pasokan
air dan sanitasi yang memadai, energi bersih
dan terjangkau, dan akses ke informasi
(komunikasi) (UNDP 2017a). Barang produksi
adalah alat dan peralatan yang digunakan orang
untuk berfungsi lebih produktif (Morse et al.
2013). Barang produksi dalam  bidang
perikanan tangkap dapat berupa: armada dan
alat penangkapan ikan yang memadai, kondisi
tambat labuh yang baik, tempat pelelangan
ikan yang baik, dan sebagainya (Stanford et al.
2014).

Modal keuangan (financial capital)
menggambarkan sumber daya keuangan yang
digunakan orang untuk mencapai tujuan mata
pencaharian mereka dan itu terdiri dari
ketersediaan uang tunai atau yang setara, yang
memungkinkan orang untuk mengadopsi
berbagai macam strategi mata pencaharian
yang berbeda (Kollmair dan Gamper 2002).
Dua sumber utama modal finansial yang dapat
diidentifikasi yaitu: 1) stok yang tersedia
(available stocks) terdiri dari uang tunai,
deposito bank atau aset likuid seperti perhiasan
yang tidak memiliki kewajiban yang melekat
dan biasanya tidak tergantung pada pihak
ketiga. Namun dalam kondisi tertentu sumber
daya keuangan juga bisa diperolen melalui
lembaga pemberi kredit (DFID 2001), 2) arus
masuk uang secara reguler (regular inflows of
money) antara lain adalah; arus masuk uang
secara teratur yang terdiri dari pendapatan
tenaga Kkerja, pensiun, atau uang transfer
lainnya yang sebagian besar tergantung pada
orang lain namun dapat diandalkan (FAO
2009). Di antara semua kategori aset, modal
finansial mungkin yang paling serbaguna
karena dapat dikonversi menjadi jenis modal
lain atau dapat digunakan untuk pencapaian
langsung hasil mata pencaharian (misalnya;
pembelian makanan untuk  mengurangi
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kerawanan pangan) (Serrat 2017). Namun
sebaliknya hal ini cenderung menjadi aset yang
paling tidak tersedia bagi orang miskin, yang
menjadikan modal lain penting sebagai
pengganti dari modal keuangan tersebut (IRP
2010).

Modal sosial (social capital) dalam konteks
kerangka kerja mata pencaharian berkelanjutan
modal sosial dianggap sebagai sumber daya
sosial yang digunakan masyarakat mencapai
tujuan mata pencaharian mereka (Shankland
2000). Modal sosial ini dapat berupa: 1)
jaringan dan hubungan vertikal (patron-klien)
atau horizontal (antar individu dengan minat
bersama) yang meningkatkan kepercayaan dan
kemampuan orang untuk bekerja bersama dan
mengembangkannya kemampuan aksesnya ke
aset mata pencaharian (Kollmair dan Gamper
2002); 2) keanggotaan kelompok-kelompok
yang lebih formal yang sering kali memerlukan
kepatuhan terhadap kesepakatan bersama atau
aturan, norma, dan sanksi yang berlaku umum
(DFID 2001); dan 3) hubungan kepercayaan,
timbal balik dan pertukaran yang memfasilitasi
kerja sama, mengurangi transaksi biaya dan
dapat memberikan dasar untuk jaring
pengaman informal di antara kaum miskin
(Bennett 2010). Semua hal di atas saling terkait
satu dengan lainnya, misalnya, akses dan
pengaruh keanggotaan asosiasi dapat diperluas
ke orang atau institusi lain. Demikian juga
kepercayaan cenderung berkembang di antara
orang-orang yang terhubung melalui hubungan
kekerabatan atau sebaliknya (Scoones 1998).

Transformasi struktur ~ dan proses
(transforming  structures and  process)
mewakili lembaga, organisasi, undang-undang,
kebijakan, dan budaya yang membentuk mata
pencaharian (DFID 2001). Mereka sangat
penting karena beroperasi di semua tingkatan
dan secara efektif menentukan akses, ketentuan
pertukaran antara berbagai jenis modal, dan
strategi mata pencaharian yang dapat dilakukan

Vokasi, Desember 2021, Vol. XVI, No. 2



97

(Shankland 2000). Struktur dapat digambarkan
sebagai perangkat keras (organisasi swasta dan
publik) yang menetapkan dan menerapkan
kebijakan, memberikan layanan, membeli,
memperdagangkan, dan melakukan segala
macam fungsi lain yang memengaruhi mata
pencaharian (UNDP 2017a). Tidak adanya
struktur yang berfungsi dengan baik sering
merupakan hambatan bagi pembangunan
berkelanjutan dan membuat penciptaan aset
sederhana menjadi sulit jika terjadi struktur
yang merugikan yang menghambat akses untuk
menerapkan strategi mata pencaharian tertentu
(Keeley 2001). Sedangkan proses merupakan
perangkat lunak yang sangat penting dan
kompleks (Kollmair dan Gamper 2002).
Mereka yang menentukan cara di mana
struktur  dan individu  beroperasi  dan
berinteraksi (Karl et al. 2002). Namun
demikian ada banyak jenis proses yang
tumpang tindih dan saling bertentangan yang
beroperasi di berbagai tingkatan. Jenis proses
yang penting untuk mata pencaharian antara
lain  seperti; kebijakan, undang-undang,
lembaga, budaya dan hubungan kekuasaan
(Messer dan Townsley 2003). Transformasi
struktur dan proses menempati posisi sentral
dalam kerangka kerja dan umpan balik
langsung ke konteks kerentanan (FAO 2009b).
Berfungsi sebagai insentif bagi orang untuk
membuat pilihan dan mungkin bertanggung
jawab atas akses ke aset atau dapat
memungkinkan stakeholders untuk mengubah
dan mengganti satu jenis aset melalui jenis aset
yang lain (Carloni dan Crowley 2005).
Transformasi struktur dan proses dapat sambil
memengaruhi dan menentukan tren ekologis
atau ekonomi melalui struktur politik,
memitigasi atau menegakkan efek guncangan
atau menjaga musiman tetap terkendali melalui
struktur pasar kerja atau mereka dapat
membatasi pilihan orang akan strategi mata
pencaharian dan dengan demikian dapat

berdampak langsung pada hasil mata
pencaharian (Morse et al. 2013).

Strategi mata pencaharian (livelihood
strategies) merupakan cara orang mengakses
dan menggunakan aset kemudian membentuk
strategi mata pencaharian (UNDP 2017b).
Jangkauan dan keragaman strategi mata
pencaharian sangat besar (IRP 2010). Strategi
mata pencaharian terdiri dari  berbagai
kombinasi kegiatan dan pilihan yang dilakukan
orang untuk mencapai tujuan mata pencaharian
mereka (Dorward et al. 2002). Seseorang dapat
melakukan beberapa kegiatan mata
pencaharian untuk memenuhi  kebutuhan
hidupnya. Satu atau banyak individu dapat
terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi pada
strategi mata pencaharian kolektif (Kollmair
dan Gamper 2002). Dalam rumah tangga,
individu sering mengambil tanggung jawab
yang berbeda  untuk  memungkinkan
keberlangsungan dan pertumbuhan keluarga
(Carloni dan Crowley 2005). Sedangkan dalam
beberapa budaya, pengelompokan ini dapat
meluas ke komunitas kecil, di mana individu
bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan
seluruh  kelompok (DFID 2011). Strategi
tersebut harus dipahami sebagai proses yang
dinamis di mana orang menggabungkan
kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan
mereka pada waktu yang berbeda dan pada
tingkat geografis atau ekonomi yang berbeda,
bahkan mungkin berbeda dalam rumah tangga
(Serrat  2017). Ketergantungan langsung
mereka pada status aset dan transformasi
struktur dan proses menjadi jelas melalui posisi
yang mereka tempati dalam kerangka Kkerja.
Status aset yang berubah dapat lebih jauh atau
menghambat strategi lain tergantung pada
kebijakan dan institusi di wilayah Kkerja
(Kollmair dan Gamper 2002). Ketika
mempertimbangkan strategi mata pencaharian
dan masalah-masalah yang berkaitan dengan
mata pencaharian berkelanjutan secara umum
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maka menjadi penting untuk mengenali bahwa
orang-orang bersaing (untuk pekerjaan, pasar,
sumber daya alam, dan lain-lain), yang dapat
menyulitkan semua orang untuk mencapai
peningkatan simultan dalam mata pencaharian
mereka. Orang miskin sendiri adalah kelompok
yang sangat heterogen, menempatkan prioritas
yang berbeda di lingkungan yang terbatas dan
karenanya sering menjadi persengketaan oleh
kerena itu kompromi seringkali diperlukan
(Kollmair dan Gamper 2002). Aplikasi mata
pencaharian berkelanjutan  menawarkan
keuntungan untuk peka terhadap masalah-
masalah seperti itu dengan cara yang berbeda
(DFID 2001).

Menurut  Serrat  (2017) hasil mata
pencaharian (livelihood outcomes) merupakan
pencapaian dari strategi mata pencaharian.
Lebih jauh UNDP (2017b) merincikan bahwa
hasil mata pencaharian tersebut dapat berupa
peningkatan pendapatan (misalnya uang tunai),
peningkatan kesejahteraan dapat berupa barang
non material (seperti harga diri, status
kesehatan, akses ke layanan umum, dan rasa
percaya  diri), pengurangan kerentanan
(misalnya meningkatnya keberlanjutan melalui
peningkatan  status  aset),  peningkatan
ketahanan pangan (misalnya peningkatan
modal finansial untuk membeli makanan) dan
penggunaan sumber daya alam yang lebih
berkelanjutan (misalnya hak properti yang
sesuai). Hasil mata pencaharian membantu kita
untuk memahami output dari konfigurasi faktor
saat ini dalam kerangka kerja mata
pencaharian, mereka menunjukkan apa yang
memotivasi para stakeholders untuk bertindak
dan apa prioritas mereka (Petersen dan
Pedersen 2010). Hasil mata pencaharian akan
memberi Kkita gambaran tentang bagaimana
orang cenderung merespons peluang baru dan
indikator kinerja mana yang harus digunakan
untuk menilai dukungan kegiatan (DFID
2001). Hasil mata pencaharian juga secara
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langsung memengaruhi aset dan mengubah
levelnya secara dinamis dan menawarkan titik
awal baru untuk strategi dan hasil lainnya
(Kollmair dan Gamper 2002).

Keberlanjutan mata pencaharian memiliki
banyak dimensi seperti keberlanjutan sumber
daya alam, ekonomi, sosial, dan kelembagaan
(Cavalcante et al. 2018). Keberlanjutan
sumberdaya alam akan tercapai ketika
produktifitas sumber daya alam dapat
mendukung mata pencaharian dan dapat
dipertahankan kelestariannya untuk masa yang
akan datang (Fischer et al. 2015; Mackinson
dan Middleton 2018). Sementara itu,
keberlanjutan ekonomi dapat dilihat dengan
garis dasar tingkat kesejahteraan ekonomi
dapat dicapai dan dipertahankan (Schuhbauer
dan Sumaila 2016; Emery et al. 2017; Sumaila
dan Munro 2018). Keberlanjutan sosial dapat
dicapai  ketika  keadilan  sosial  dapat
dimaksimalkan (Bhandari 2013). Kemudian,
keberlanjutan kelembagaan dapat tercapai
ketika struktur dan proses yang ada memiliki
kapasitas untuk terus menjalankan fungsinya
dalam  jangka panjang (Jentoft dan
Chuenpagdee 2015; Pomeroy et al. 2016; de
Freitas et al. 2017; Serrat 2017).

SIMPULAN

Perikanan skala kecil memiliki posisi
strategis untuk kesejahteraan manusia dan
pembangunan berkelanjutan karena
kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan
asupan gizi masyarakat serta terhadap peluang
yang mereka wakili untuk pengentasan
kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menjamin
keberlanjutan perikanan skala skala Kkecil,
maka pembangunan perikanan skala kecil akan
lebih efektif jika berfokus pada penguatan mata
pencaharian. Pembangunan perikanan skala
kecil melalui pendekatan mata pencaharian
berkelanjutan adalah salah satu cara berfikir
yang rasional dan implementatif. Sehingga
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kerangka kerjanya menjadi lebih sederhana dan
mudah diterjemahkan oleh semua stakeholders.
Mengadopsi dan memodifikasi pendekatan
mata  pencaharian  berkelanjutan  akan
menyediakan cara untuk  meningkatkan
identifikasi, penilaian, implementasi dan
evaluasi program pembangunan perikanan
skala kecil.
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